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SURIYANTI (B11112131) “TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN 
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI” 
(Studi Kasus Tahun 2012-2014). Dibawah arahan dan bimbingan Bapak H.M. 
Said Karim selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu faktor-faktor apa 
yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) terhadap Istri dan yang kedua untuk mengetahui upaya-upaya apa saja 
yang dilakukan dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT) terhadap Istri di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. 
Wawanccara dilakukan secara terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di 
depan narasumber serta dilakukan telaah dokumen-dokumen dan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara 
deskriptif. 
 
 Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian 
sebagai berikut, pertama faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri meliputi faktor keimanan atau 
faktor agama, faktor ekonomi, faktor kehadiran pihak ketiga, faktor keturunan 
atau gen, dan faktor teknologi. Kedua, penanggulangan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga terhadap Istri di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Adapun 
upaya pihak kepolisian polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri, yaitu upaya preventif meliputi 
individu, keluarga, pemerintah, dan kepolisian, yang kedua adalah upaya represif 
yaitu menanggulangi kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan 
termasuk didalamnya memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan 
dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu aparat 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 
 
 Selain daripada hal diatas, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, 
seperti membangun kesadaran bahwa persoalan Kekerasan dalam rumah 
Tangga adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran 
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A. Latar Belakang Masalah 
Rumah tangga adalah tempat yang seharusnya aman bagi para 
anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan 
lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru 
banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan 
penganiayaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut Pasal 33 Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : Antara suami istri 
mempunyai hak dan kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada 
yang lain. 
Bahkan suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat 
serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-
Undang Perkawinan). Adapun tujuan dari Undang-Undang Perkawinan 
mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari 
perselisihan dan tindakan kekerasan. 
Namun, dalam kenyataannya kehidupan didalam rumah tangga 
sering timbul berbagai macam masalah, pertentangan dan perbedaan 
pendapat yang berujung pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh 
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suami terhadap istrinya. Penganiayaan yang dilakukan merupakan salah 
satu bentuk kekerasan fisik didalam rumah tangga. Suami yang mestinya 
berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan 
anggota keluarganya. 
 Penganiayaan terhadap perempuan juga merupakan masalah yang 
serius dalam bidang kesehatan karena melemahkan energi perempuan, 
mengikis kesehatan fisik dan harga dirinya. Disamping menyebabkan 
luka-luka, penganiayaan juga memperbesar resiko jangka panjang 
terhadap masalah kesehatan lainnya termasuk cacat fisik. 
 Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan 
yang   kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan dalam keluarga, 
dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status 
yang rendah terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana penganiayaan 
terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba 
sulit bagi perempuan disetiap bangsa, kelas, kasta, agama, maupun 
wilayah. Penganiayaan yang merupakan wujud kekerasan dalam rumah 
tangga juga menyebabkan retaknya hubungan keluarga dan anak yang 
kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. 
 Masalah penganiayaan terhadap istri oleh suami yang dilakukan 
dalam rumah tangga membahas mengenai kekerasan dalam rumah 
tangga yang sering terjadi di dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut 
terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah 
keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga 
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adalah tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antara anggota keluarga 
tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami 
dan istri, istri pada suami, tetapi juga orang tua terhadap anak. 
Permasalahan dan konflik kecil dalam rumah tangga sebenarnya adalah 
hal wajar dan hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang 
menjadi pembeda adalah cara bagaimana mengatasi masalah tersebut 
dengan cara apa masalah tersebut bisa diselesaikan. 
 Bentuk penganiayaan yang banyak diketahui dan diyakini sebagai 
kekerasan adalah penganiayaan fisik berupa kontak secara fisik. Kontak 
fisik berupa pemukulan, pelemparan dengan benda yang berujung pada 
luka memar, sampai luka terbuka yang dapat menimbulkan bekas luka. 
 Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai 
kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan 
masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat. 
Berbagai kasus penganiayaan dilakukan oleh suami terhadap istri yang 
muncul ke permukaan cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks 
publik dan ditenggelamkan di wilayah privat. Sebagai contoh kasus 
penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri, 
andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan 
bersikap masa bodoh dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal 
pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, tindak penganiayaan 
terhadap istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan 
kepala keluarga.  
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 Dari sejumlah kasus yang terjadi, ternyata upaya penanganan 
kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan berbagai macam kendala. 
Sejumlah kendala yang umumnya dihadapi adalah pertama, kuatnya 
kultur budaya gender; kedua, relasi dan kuasa yang tidak setara antara 
laki-laki dan perempuan; ketiga, perilaku hasil meniru, keempat kurangnya 
kesadaran dan pemahaman korban untuk melapor ke aparat. Selain itu 
menurut penulis, aspek penegakan hukum dan minimnya lembaga yang 
menangani, merupakan kendala dalam penanganan kasus-kasus 
kekerasan dalam rumah tangga. 
 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan 
Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 
menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya 
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri oleh 
suami di kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan 





C. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan kekerasan 
dalam rumah tangga terhadap istri. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam 
mencegah/menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap istri. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 
penulis dan pembaca tentang tindak pidana penganiayaan dalam 
rumah tangga. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak 
hukum dalam penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan 
dalam rumah tangga. 
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. 
Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan 






A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan 
hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi 
baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan 
psikologi. Nama krimonologi yang disampaikan oleh P. Topinard (Yesmil 
Anwar dan Adang, 2010:2) yang merupakan seorang antropolog Prancis, 
secara harfiah berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau 
penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.  
Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, penulis 
mengemukakan beberapa sarjana hukum yang memberikan pengertian 
yang berbeda mengenai kriminologi ini, antara lain : 
W.A Bonger (A.S Alam, 2010:2) memberikan definisi kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya.  
Edwin H. Sutherland (Yesmil Anwar dan Adang,2010:6) 
merumuskan bahwa “The Body of Knowledge regarding crime as social 
Phenomenon” (Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial). Menurutnya, 
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kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran 
hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sehingga olehnya dibagi 
menjadi tiga, yaitu : Sosiologi Hukum, ilmu tentang perkembangan hukum; 
Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-









Dari ketiga cabang kriminologi diatas, menurut pandangan Edwin 
H. Sutherland dan Donald R. Cressey (Yesmil Anwar & Adang,2010:6-7), 
dapat dijelaskan bahwa : 
1. Sosiologi Hukum (Sosiology of law). Dalam pandangan sosiologi 
hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu 
sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan 
kejahatan adalah hukum. 
2. Etiologi Kejahatan; merupakan cabang kriminologi yang mencari 







SUTHERLAND DAN CRESSEY 
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3. Penologi; merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 
memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik reperesif maupun preventif. 
 
Paul Mudigno Mulyono (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:7) tidak 
sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya, 
definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku 
kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena 
terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh 
masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku uuntuk 
melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakaat tersebut. 
Karenanya beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. 
Wilpang Savitz dan Johnston (Yesmil Anwar dan Adang, 
2010:10) dalam The Sosiology of Crime and Delinquency, memberikan 
definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan 
faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 





2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut A.S Alam (2010:2) ruang lingkup pembahasan kriminologi 
meliputi tiga hal pokok, yaitu : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process 
of making law) meliputi : 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik Kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), meliputi : 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi. 
b. Teoori-teori kriminologi. 
c. Berbagai perspektif kriminologi. 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal  ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan. (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (reacting toward the breaking of 
laws) meliputi : 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, 
yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. 
Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap 




3. Pembagian Kriminologi 
Menurut A.S Alam (2010:4-7) Kriminologi dapat dibagi kedalam 
dua golongan besar, yaitu :  
a. Kriminologi teoritis  
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam empat 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas : 
1) Antropologi Kriminal : 
Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas 
dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C Lambroso, ciri 
seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, 
rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya 
moncong, dan seterusnya.  
2) Sosiologi Kriminal : 
Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk 
di dalam kategori sosiologi kriminal adalah : 
a. Etiologi Sosial : 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab 
timbulnya suatu kejahatan. 
b. Geografis :  
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Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
c. Klimatologis 
Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 
antara cuaca dan kejahatan. 
3) Psikologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini 
adalah :  
a. Tipologi : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. 
b. Psikologi Sosial Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari segi ilmu jiwa sosial. 
4) Psikology dan Neuro Phatology Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari 
penjahat-penjahat yang masih dirawat dirumah sakit jiwa, 






b. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan 
bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang 
diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi 
praktis ini adalah : 
1) Hygiene Kriminal : 
Yaitu cabang kriminologi yang  berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
Misalnya, meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan 
(guidance and conceling) penyediaan sarana olahraga dan 
lainnya. 
2) Politik Kriminal :  
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada 
terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta 
berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat 
menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan 
keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat 
memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang 





4.  Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi 
Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. 
Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto (1991:12) 
adalah :  
Cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang 
digunakan oleh para kriminolog dalam melihat menafsirkan, 
menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. 
 
Dalam kriminologi, dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan 
fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu : 
a. Kriminologi Klasik 
Seperti halnya denga pemikiran klasik pada umumnya yang 
menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri 
yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan 
penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan 
maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana 
adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti 
bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai 
individu maupun masyarakat. 
Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya 
dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan 
yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat 
adalah orang yang melakukan kejahatan. Tanggapan rasional 
yang diberikan ooleh masyarakat adalah agar individu tidak 
melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan, yaitu dengan cara 
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meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya 
dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari 
melakukan kejahatan. 
Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat 
pola dan menguji sistem hukuman yang akan menimbulkan tindak 
kejahatan. 
b. Kriminologi Positivis 
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku 
manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnhya, baik yang 
berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia 
bukan makhluk yang terbatas untuk berbuat menuruti dorongan 
kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang 
dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. 
Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk 
menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah 
ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena 
kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan 
untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka 
cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, 
yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku 





c. Kriminologi Kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab 
persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah 
ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses 
yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya 
dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-
proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian 
batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan tertentu 
pada waktu dan tempat tertentu. 
B. Pengertian Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1989:42) adalah : “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang 
lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti 
pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang 
dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan daripada pasal-
pasal pada kitrab undang-undang hukum pidana (KUHP). 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. 
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Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad 
lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. 
Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) menyatakan 
bahwa emas manusia merupakan dari sumber banyak kejahatan 
Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2001:11) menyatakan bahwa : “kemiskinan menimulkan kejahatan dari 
pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh 
apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. 
Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001;11) 
menyatakan bahwa :”pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang 
kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan 
kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin maka mudah menjadi pencuri”. 
Pendapat para sarjana tersebut diatas, kemudian tertampung 
dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi, kriminologi 
merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang 
pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-
sebab dari kejahatan. hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi 
masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan sarjana. 
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) memasuki 
proses pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang, 
dan reaksi dari pelanggaran undang-undang tersebut. (reacting toward the 




Sedangkan menurut Bonger (1982:21) 
Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan 
suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi 
pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut 
seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih 
dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian 
dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 
 
 
2. Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis 
Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan 
adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan 
apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya 
bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah 
hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah 
ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana 
yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. 
Menurut  R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan 
secara yuridis adalah 
Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi 
perumusan ketentuan-ketentuan yang disebabkan dalam KUHP 
misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi 
perumusan pasal 338 KUHP yang mengatur barangsiapa dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembenuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 
(15 tahun). 
 
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana 




Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva 
Zulfa, 2001:14) bahwa : 
Ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh 
negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan 
terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai 
upaya pamungkas”. 
 
Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yangh 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat 
anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHP 
 
3. Pengertian Kejahatan dari Segi Sosiologis 
Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran 
sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku 
yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala 
kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam 
masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan 
tentang kejahatan dengan melakukan kelompok-kelompok masyarakat 
mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) 
tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang 
ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi 
oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga 
perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, 
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baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan 
kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. 
Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa : 
Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku 
manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-
undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat 
merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut 
menyerang atau merugikan masyarakat. 
 
Sedangkan menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 
(2001:15) bahwa :  
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki 
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di 
dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama 
keadaan itu dimungkinkan oleh karena addanya sistem kaidah yang 
ada dalam masyarakat.  
 
C. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang 
dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan 
bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan  fisik 
seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang 
paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan 
permanen bagi korban kekerasan. Tetapi, dalam masyarakat dewasa ini 
telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, 
yaitu kekerasan tidak hanya berupa kekerasan secara fiskal saja, 
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melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan 
juga kekerasan psikis. Semua bentuk kekerasan ini merupakan bentuk-
bentuk kekerasan yang didapati dalam masyarakat ketika pada umumnya.  
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa indonesia (1989:45). 
Kekerasan adalah : 
1. Perihal (bersifat/berciri) keras; 
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan 
cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik 
atau barang orang lain; 
3. Paksaan 
 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat 
dikatakan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera, luka, 
mati atau kerusakan. 
Ada dua sifat kekerasan, pertama kekerasan personal dan yang 
kedua kekerasan struktural (Justin M. Sihombing, 2005:5). 
Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, 
memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan 
perubahan, sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, 
memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak.  
 
Kekerasan struktural disini adalah kekerasan yang timbul dari 
pertumbuhan kapital yang tidak merata dan berkembang tidak terbatas. 
Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, 
fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar 
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yang menghilangkan otonomi masyarakat dan marginalisasi masyarakat 
sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil 
keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan ini juga menimbulkan 
kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, serta 
ketidakadilan sosial. 
Kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul 
ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan 
membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan 
kekerasan ini pasal 170 KUHP, menjelaskan bahwa : 
1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun enam bulan.. 
2. Yang tersalah dihukum: 
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang 
dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 
Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; 
Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang.  
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
Kekerasan dalam KUHP bukan hanya pasal 170 tetapi juga pasal 
285, 351, 352, 353, 354, 355, 365, 359, 360. 
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Sementara itu, dalam KUHP pengertian kekerasan diatur dalam 
Pasal 89 dan Pasal 90. Pasal 89 menjelaskan bahwa yang dimaksud 
melakukan kejahatan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
lagi. 
Dalam Pasal 89 tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan 
adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak 
sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang 
terkena tindakan tersebut merasakan sangat sakit. Dalam Pasal 89 
kekerasan disamakan dengan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan dalam 
hal ini adalah hilang ingatan atau kesadaran akan dirinya , sementara 
tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, 
misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya. Tidak 
berdaya dalam hal ini bahwa mereka masih sadar akan dirinya. Untuk 
pasal 90, menjelaskan tentang pengertian luka berat yang pada dasarnya 
disamakan dengan melakukan kekerasan. 
Sementara itu, menurut Sudarto (1986:25-26) mengatakan bahwa : 
Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik 
terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup 
membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan 
hukum pidana yang bersangkutan, daya kekuatan tersebut harus 
cukup kuat daya intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan 
dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau dari sifat perbuatan 
yang dilakukan, juga diperhatikan pula bagaiamana pandangan 
orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya pilot yang diancam 
oleh orang yang nampaknya membawa granat disakunya untuk 
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merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata 
bahwa orang tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada 
ancaman kekerasan. 
 
Dari uraian diatas tentang pengertian kekerasan, penulis menarik 
kesimpulan bahwa menurut  penulis, kekerasan itu ada dua, yang pertama 
kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan psikis. 
Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh atau 
jasamani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi atas dua, kekerasan 
fisik langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Dikatakan kekerasan 
fisik langsung apabila ada relasi antara subjek , objek, dan tindakan, 
misalnya pemukulan, pencakaran, nikaman, dan lain-lain. Sementara 
kekerasan fisik tidak langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku 
tidak langsung kepada jasmani koraban, misalnya kekerasan struktural 
seperti yang digambarkan sebelumnya, memukul meja, membanting kursi, 
dan lain-lain. 
D.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah 
perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang 
bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (deffense), 
yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan 
(violence), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai 
tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun 
psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh 
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karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan (Yesmil 
Anwar dan Adang, 2010:410). 
Kekerasan digunakan oleh Jhon Conrad (Yesmil Anwar dan Adang, 
2010:411) dengan istilah “crimnally ciolence”, sedangkan Clinard dan 
Quenney menggunakan istilah “criminal violence”. Di Kolumbia, istilah 
kekerasan dikenal dengan “La Violencia”. Kekerasan pada dasarnya 
adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, 
meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. 
 Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2010:411) kejahatan kekerasan 
diartikan sebagai : 
“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang 
lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan,  atau 
kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya 
kemerdekaan orang lain”. 
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Berbagai pendapat, persepsi , dan definisi mengenai kekerasan 
dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada  umumnya 
orang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan 
intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya 
bertahun bahkan berabad lamanya, dikalangan masyarakat termasuk 
aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol 
di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat 
polisi akan segera menolongnya. Namun jika seseorang (perempuan atau 
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anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walaupun ia sudah 
berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau 
mencampuri urusan rumah tangga orang lain. 
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai : 
“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” 
 
Pasal diatas menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan 
oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat 
dilakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya, atau oleh  ibu kepada 
anaknya, atau bahkan sebaliknya). 
Dari uraian diatas tentang pengertian kekerasan dalam rumah 
tangga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan 
dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan fisik, psikis, 
ekonomi, dll, yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi ketika kekerasan 
tersebut tidak terjadi di dalam satu atap dimana korban dan pelakunya 
mempunya “hubungan sedemikian rupa” maka hal tersebut bukanlah 
kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak bisa dituntut dengan Undang-




2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat kita lihat 
dalam dua   pandangan, yaitu : 
A. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara 
Umum 
Dari berbagai kasus yang pernah ada di Indonesia, bentuk-
bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat 
dikelompokkan menjadi berikut ini : 
1. Kekerasan Fisik 
a. Pembunuhan : 
1. suami terhadap istri atau sebaliknya; 
2. ayah terhadap anak atau sebaliknya; 
3. ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk 
pembunuhan bayi oleh ibu); 
4. adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau 
sebaliknya; 
5. anggota keluarga terhadap pembantu; 
b. Penganiayaan : 
1. Suami terhadap istri dan sebaliknya; 
2. Ayah terhadap anak atau sebaliknya; 
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk 
pembunuhan bayi oleh ibu); 
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4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau 
sebaliknya; 
5. Anggota keluarga terhadap pembantu; 
c. Perkosaan : 
1. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung 
atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri; 
2. Suami terhadap adik/kakak ipar; 
3. Kakak terhadap adik; 
4. Suami /anggota keluarga laki-laki terhadap 
pembantu rumah tangga; 
2. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional, seperti : 
a. Penghinaan; 
b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk 
merendahkan dan melukai harga diri pihak istri; 
c. Melarang istri bergaul; 
d. Ancaman-anccaman berupa akan mengembalikan istri 
ke orang tua 
e. Ancaman menceraikan; 
f. Memisahkan istri dan anak-anaknya, dan lain-lain. 
3. Kekerasan Seksual, meliputi : 
a. Pengisolasian istri dari kebuituhan batinnya; 
b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak 
dikehendaki atau disetujui oleh istri; 
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c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak 
menhendaki, misalnya istri sedang sakit; 
d. Mamaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya. 
4. Kekerasan Ekonomi, berupa : 
a. Tidak memberi nafkah kepada istri; 
b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis 
untuk mengontrol kehidupan istri; 
c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian 
penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa 
istri menjadi “wanita panggilan”. 
 
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut 
UU Nomor 23 Tahun 2004 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi 
menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : 
1. Kekerasan Fisik 
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, 
kekerasan fisik dapat diartikan sebagai segala perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.  
Kekerasan tersebut dapat berupa menendang, 
memukul, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 
menyakiti atau melukai fisik korban. 
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2. Kekerasan Psikis 
Dalam pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan 
psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 
Kekerasan psikis tersebut diatas, dapat berupa 
menanamkan intimidasi untuk menimbulkan rasa takut, 
menghina, memaki, merendahkan harga diri, menyekap, dan 
sebagainya. 
Pada kekerasan psikologis, dampak yang dirasakan 
sebenarnya jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan 
fisik. Selain itu, bentuk kekerasan ini sulit untuk di identifikasi 
karena  bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Oleh 
karena itu, untuk mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan 
oleh kekerasan psikis tersebut sangat sulit untuk diukur. 
3. Kekerasan Seksual 
Dalam pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan 
bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah 
tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah 
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tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan/atau tujuan tertentu. 
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang 
bersifat seksual terhadap perempuan, baik serelah terjadi 
persetubuhan atau sebelum. 
Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa 
pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, 
mendesakkan hubungan seks dengan melakukan 
penganiayaan, mengisolasi atau menjauhkan istri dari 
kebutuhan batin sang istri. 
 
4. Penelantaran Rumah Tangga 
Menurut pasal 9 ayat (1) UU Penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga bahwa; setiap orang dilarang 
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 
tersebut. 
Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (2) bahwa; 
penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
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dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di 
bawah kendali orang tersebut. 
 
3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah segala 
bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup 
keluarga atau lingkup rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan 
yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah 
diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian 
nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat 
tinggal belaka, tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, 
yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk 
menyesuaiakan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga 
dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup 
bahagia, tentram, dan sejahtera. 
Begitulah arti sebuah rumah tangga meskipun belum begitu tepat 
seluruhnya karena memang amat sukar merumuskan secara lengkap 
istilah rumah tangga itu. Namun demikian juga dengan keterangan diatas, 
sudah dapat digambarkan bagaimana bentuk dan rupa rumah tangga 
yang mesti harus dibangun dan dijalani oleh setiap orang. Kepastian 
membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu 
bukanlah sekedar naluri dimana setiap manusia itu membutuhkan sebuah 
hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, 
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akan tetapi agamapun memerintahkan didunia semuanya menganjurkan 
supaya orang itu setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. 
Manusia yang dalam keberadaanya sebagai organ masyarakat 
perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana 
disebutkan diatas merupakan tempat yang aman, yang dapat 
menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu 
mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah 
bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan, dan 
ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk 
membangun masyarakat yang berbudaya dalam rumah naungan suatu 
negara.  
Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga bertujuan untuk : 
a. Memberikan perlindungan bagi perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga. 
b. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan 
sejahtera. 
4. Fakkor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  
Usaha untuk memahami faktor penyebab kejahatan telah dipikirkan 
oleh para ilmuwan berabad-abad. Plato (Topo Santoso, 2007:1) 
menyatakan bahwa manusia adalah merupakan sumber dari banyak 
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kejahatan. Sedangkan, Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan 
menimbulkan kejahatan dan pemeberontakan. Kejahatan yang besar tidak 
diperbuat dari untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk 
kemewahan. Thomas Aquino, memberikan pendapat tentang pengaruh 
kemiskinan atas kejahatan, bahwa orang kaya yang hidup untuk 
kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh 
miskin, mudah menjadi pencuri. 
E. Hubungan Suami dan Istri 
1. Pengertian Suami 
Suami adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis 
kelamin pria. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita 
dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai 
seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. Suami merupakan 
pasangan hidup istri dan ayah dari anak-anak, suami mempunyai suatu 
tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami 
mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan 
hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam 
berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan 
keluarga. 
2. Pengertian Istri  
Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin 
wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam 
suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang 
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istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Istri merupakan pasangan 
hidup suami dan ibu dari anak-anak, istri bertugas membantu suami 
sebagai pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, 
mengurus anak-anak, melayani suami, dan sebagai sahabat suami dalam 
menjalankan serta merencanakan keluarga dengan sebaik-baiknya. 
Hubungan suami dan istri terikat pada suatu ikatan, yaitu 
perkawinan. Ikatan perkawinan ini merupakan organisasi terkecil dalam 
masyarakat yang dinamakan rumah tangga.  
Perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dimana pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 
dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai 
kesejahteraan. Sehingga hubungan suami istri ini memberikan gambaran 
yang kuat adanya kehangatan, rasa aman, dan cinta kasih. 
Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 
pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah 
tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami 
dan istri. Namun, dalam kenyataanya mengandung paradoks, artinya 
dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, 
35 
 
tindak kekerasan sering kali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang 
menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun 
yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah 
tangga. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk 
mewujudkan keluarga yang bahagia, selalu terhambat oleh berbagai 
permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya 
menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah 
yang sangat pribadi. Selain itu jauh dianggap sebagai hak laki-laki (suami) 
atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi. Disamping ada suatu 
anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami “mendidik” 
istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, 
sehingga suami dapat memperlakukan istri sesuka hatinya. Dengan 
anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjalankan 
istri sebagai objek, bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang 
mempunyai hak asasi yang patut dihormati. 
 
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi 
oleh setiap masyarakat didunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya 
dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga sangat mengganggu 
ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
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masyarakat berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah dan 
menanggulangi timbulnya suatu kejahatan. 
 Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 
Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari 
cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 
 Upaya penanggulangan kejahatan oleh E.H Sutherland dan 
Cressey (Romli Atmasasmita, 1995:66) mengemukakan bahwa dalam 
crime prevention dalam pelaksanaannya menggunakan dua buah metode 
yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi frekuensi 
kejahatan, yaitu : 
1. Metode untuk mengurangi penanggulangan kejahatan nerupakan 
suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis 
(kejahatan ulangan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan 
secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah the first crime 
Merupakan suatu cara yang diajukan kepada usaha untuk 
mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) 
yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini dikenal juga 
sebagai metode prevention (preventif). 
 
 Uraian diatas memberikan gambaran bahwa upaya 
penanggulangan terhadap kejahatan mencakup aktivitas preventif dan 
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatakan bersalah atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Atau 
dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
secara preventif dan represif.  
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 Menurut A.S Alam (2010:79-80) penangulangan kejahatan terdiri 
atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. jadi dalam rumah usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif penanggulangan 
kejahatan dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. 
Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali. Dalam semboyan kriminologi sebagai 
usaha-usaha mencegah kejahatan lebih diutamakan daripada usaha-
usaha untuk memperbaiki kejahatan. 
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Upaya penanggulangan secara preventif lebih diuatamakan karena 
sifatnya yang dianggap lebih mudah untuk diterapkan. Misalnya 
pencegahan di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan hal-hal 
seperti; tidak lalai untuk mengunci rumah, memberikan pemahaman 
kepada anggota keluarga tentang ancaman kejahatan, melakukan ronda 
secara bergilir di lingkungan masyarakat, pemasangan lampu-lampu 
penerangan. Tindakan-tindakan preventif seperti contoh diatas tidak 
memerlukan suatu organisasi ataupun birokrasi yang rumit. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya 
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah 
terjadinya suatu kejahatan. penanggulangan dengan upaya represif 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 
hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya 
dan orang lain juga tidak aka melakukannya karena selalu ada sanksi 








A. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan metode kualitatif agar lebih dapat menggali informasi secara 
lebih luas dan detail dalam pemaparan hasil penelitian. Disamping itu 
penelitian dengan pendekatan metode kualitatif adalah merupakan 
prosedur penelitian yang diharapkan dapat meciptakan data yang obyektif, 
valid, dan efektif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau 
pelaku sehingga penyampaian informasi dari penulis ke pembaca dapat 
diterima sebagai suatu pengalaman. Dari pendekatan metode kualitatif 
tersebut dapat diartikan bahwa segala informasi yang diperoleh 
merupakan bentuk penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 
akan dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan. 
 Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada studi kasus 
yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau 
mengimplementasikan suatu kasus (case) dalam konteks natural tanpa 
adanya suatu intervensi dari pihak lain 
 
B. Lokasi Penelitian 
 Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, 
penulis melakukan penelitian. Penelitian ini mengenai Kajian Kriminologis 
Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri Oleh Suami di Wilayah 
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Hukum Polres Makassar. Adapaun lokasi penelitian yakni di Kota 
Makassar, provinsi Sulawesi Selatan.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel-artikel hukum, 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam rangka mempreoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan (library research)  
Pengumpulan kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpul data 
sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis 
sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa 
buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, 
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dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan 
yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu 
mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada 
objek penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang objektif 
dan data yang akurat juga dilaksanakan penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang 
terkait. 
 
E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diperoleh dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap obyek yang 
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 







 BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Terhadap Istri di Kota Makassar 
 Membahas masalah kekerasan bukanlah hal mudah, sebab 
kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat 
dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, 
menendang, menampar, meninju, menggigit, yang penyebabnya berbagai 
macam.  
Sebelum membahas lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta upaya 
penanggulangannya, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu 
tentang data kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan penulis 
selama melakukan penelitian di kota Makassar. 
 Dari hasil penelitian penulis mendapatkan data dari Ruang PPA 
satuan Reskrim  kantor Kepolisian Polrestabes kota Makassar. Untuk 







Data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2012-2014 di 
Polrestabes Makassar 
NO. Bulan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
1. Januari 10 6 10 
2. Februari 7 7 10 
3. Maret 10 15 15 
4. April 6 11 14 
5. Mei 6 18 13 
6. Juni 13 13 5 
7. Juli 18 15 4 
8. Agustus 10 11 11 
9. September 10 18 5 
10. Oktober 9 12 8 
11. November 7 8 10 
12. Desember 10 7 11 
Jumlah 116 141 116 
Sumber Data : Polrestabes Makassar (26 November 2015) 
Berdasarkan pada tabel tersebut diatas terkait dengan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga di polrestabes Makassar pada tahun 2012 
terdapat 116 (seratus enam belas) kasus, tahun 2013 sebanyak 141 
(seratus empat puluh satu) kasus, dan pada tahun 2014 terdapat 116 
(seratus enam belas) kasus yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian. 
Dengan kata lain, pada tahun 2013 terjadi peningkatan kasus kekerasan 
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dalam rumah tangga dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 25%, 
sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga dibandingkan pada tahun sebelumnya. 
Tabel 2 
Data Kejahatan kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri dan 
Anak dari Tahun 2012-2014 di Polrestabes Makassar 

















Sumber data : Polrestabes Makassar (26 November 2015) 
Berdasarkan pada tabel diatas, jumlah kasus kejahatan kekerasan 
dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istri dilaporkan ke 
Polrestabes Makassar sebanyak 60 (enam puluh) kasus pada tahun 2012, 
84 (delapan puluh empat) kasus pada tahun 2013, dan 54 (lima puluh 
empat) kasus pada tahun 2015. Sedangkan pada kasus kekerasan 
terhadap anak terdapat 56 (lima puluh enam) kasus pada tahun 2012, 
57(lima puluh tujuh) kasus pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 





Data Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri 












1. 2012 55 - - 5 60 
2. 2013 57 19 - 8 84 
3. 2014 34 10 - 10 54 
Jumlah 146 29 - 23 198 
Sumber Data : Polrestabes Makassar (26 November 2015) 
 Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut diatas, telah nampak 
bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling sering 
dan paling banyak terjadi. Kekerasan fisik itu dilakukan dengan 
pemukulan sampai babak belur. Selanjutnya kekerasan yang paling 
banyak terjadi setelah kekerasan fisik adalah kekerasan psikis yaitu 
sebanyak 29 kasus yang berupa penghinaan terhadap istri serta 
melakukan ancaman berupa ancaman untuk kawin lagi. Kemudian bentuk 
penelantaran dalam rumah tangga sebanyak 9 kasus yaitu tidak 
memberikan nafkah kepada istri dan menyuruh istri untuk bekerja yang 
penghasilannya dikuasai oleh suaminya. Bentuk kekerasan seksual tidak 
pernah terjadi karena kekerasan seksual merupakan hal yang sangat 




 Berdasarkan hasil penelitian pada 3 tabel diatas menyatakan 
bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun terus 
mengalami peningkatan. Kasus yang terjadi diatas hanyalah sebagian 
kecil saja, karena tidak semua kekerasan dalam rumah tangga yang 
terjadi dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya pemahaman bahwa masalah dalam rumah 
tangga adalah masalah pribadi yang mana orang lain tidak dapat ikut 
campur. Pemahaman tersebutlah yang membuat sebagian besar 
masyarakat khususnya pada kaum istri tidak melaporkan kasusnya 
sehingga kejahatan kekerasan dalam rumah tangga bisa berlangsung 
dengan aman dan terjadi secara berulang. 
 Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Makasssar, penulis 
melakukan wawancara langsung dengan 3 pelaku KDRT. Setiap pelaku 
diberi pertanyaan yang sama yaitu identitas, jenis KDRT, faktor-faktor 
yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana KDRT. Dari hasil 
wawancara tersebut pelaku mengemukakan faktor-faktor penyebab 
mereka melakukan tindak pidana KDRT sebagai berikut : 
1. Nama    : Ashari Abdul Aziz 
Alamat  : Jl. Banta-Bantaeng Lr.3 No.23  
Umur   : 28 Tahun  
Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil 
Jenis KDRT : Kekerasan Fisik 
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Kasus : tersangka yang sering disapa sebagai Aziz ini 
melakukan KDRT kepada istrinya yang bernama 
Wulan (22 Tahun) karena sang istri pada saat itu 
disuruh oleh Aziz untuk menyiapkan makanan, akan 
tetapi sang istri Wulan tidak menuruti perintah 
suaminya Aziz dikarenakan Wulan sudah lebih dulu 
membuat janji kepada temannya, sehinnga pada saat 
itu menimbulkan cekcok dan mengakibatkan 
timbulnya rasa emosi atau jengkel sehingga Aziz 
dengan tidak sadar melakukan pemukulan dengan 
cara memukul muka sang istri sampai babak belur 
yang menimbulkan gigi Wulan mengeluarkan darah 
dan biru-biru di wajah Wulan.  
 
2. Nama  : Estaqius Cornelis Berlin 
Alamat  : Jl. H. Kalla Campayya 3 Panaikang 
Umur   : 42 Tahun  
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Jenis KDRT : Kekerasan Fisik dan Psikis 
Kasus : Korban bernama Fitriani (38 Tahun) melaporkan 
suaminya kepada pihak kepolisian karena telah 
melakukan kekerasan terhadap dirinya berupa 
pemukulan yang menimbulkan lebam pada badan dan 
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wajah. Tersangka memukul istrinya karena anak 
mereka pada saat itu memecahkan gelas didapur 
sementara istrinya sedang tidur. Tersangka memukuli 
istrinya dengan alasan tidak becus mengurus dan 
menjaga anak dan mengatakan bahwa ia akan 
menceraikan Fitriani dan mendapatkan perempuan 
yang jauh lebih baik dari dirinya untuk mengurus 
anak-anaknya. 
 
3. Nama  : Baharuddin K  
Alamat  : Jl. Nusa Indah No.12 
Umur   : 18 Tahun 
Pekerjaan  : - 
Jenis KDRT : Kekerasan Fisik 
Kasus : pelaku melakukan pemukulan kepada istri 
(Darwati/18Tahun) disebabkan sang istri sudah 
beberapa hari tidak pulang kerumah dengan alasan 
mengisi acara kawinan yang kebetulan sang istri 
adalah seorang penyanyi di setiap acara kawinan.  
Setelah memaparkan data-data tentang kasus kejahatan kekerasan 
dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar, penulis akan membahas 
mengenai apa sebenarnya yang menjadi faktor sehingga kekerasan 
dalam rumah tangga sering terjadi. Ada beberapa faktor-faktor yang pada 
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dasarnya menjadi faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga. Menurut Bapak IPTU Reski Yospiah, S.H, berdasarkan 
hasil dari wawancara penulis (27 November 2015) menyatakan bahwa 
penyebab faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
diantaranya adalah : 
1. Faktor Agama 
Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan 
mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami 
sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.  
Jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, 
akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan 
imannya akan menjadi mudah goyah, sehingga mereka akan mudah 
untuk tergelincir, atau hanya menuruti hawa nafsu saja, termasuk 
melakukan suatu kekerasan di dalam kehidupan rumah tangganya.  
2. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seorang 
suami berani melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. 
Kondisi-kondisi ekonomi buruk pada golongan rakyat yang status sosial 
dan ekonominya rendah dan biasanya mempunya banyak anak. Hal 
tersebut yang juga dapat memicu pertengkaran hingga menimbulkan 
kekerasan dalam rumah tanggannya.  
Selain itu, juga karena adanya perbedaan penghasilan antara suami 
dan istri, dimana salah satunya berpenghasilan lebih tinggi yang sering 
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menjadi pemicu timbulnya perselisihan. Faktor ekonomi juga merupakan 
faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam 
memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. faktor ekonomi ini juga tidak 
hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh 
kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang 
pada status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap 
individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal inilah 
yang biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan 
berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan 
yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga 
yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban bagi kaum 
perempuan. 
3. Faktor Pihak Ketiga 
Salah satu faktor yang juga bisa menjadi latarbelakang terjadinya 
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri adalah 
karena adanya pihak ketiga ditengah-tengah kehidupan suami dan istri. 
Kurangnya komunikasi antara suami dan istri yang menimbulkan sikap 
saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang 
mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang 
merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya 
dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun 
memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan 
mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, 
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seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau 
berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah 
tangga. 
Campur tangan pihak ketiga ini, bukan hanya adanya perempuan 
atau laki-laki lain diantara hubungan suami dan istri, melainkan juga 
campur tangan anggota keluarga dari pihak suami ataupun dari pihak istri, 
seperti ibu mertua atau orang tua dari salah satu pihak sehingga dapat 
menimbulkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. 
4. Faktor Gen 
Faktor gen merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan 
dalam rumah tangga. Maksud dari faktor gen disini ialah misalnya orang 
tua dari pelaku selalu melakukan kekerasan terhadap dirinya atau 
terhadap ibunya semasa kecil, sehingga pelaku tersebut mendapatkan 
contoh dari masa kecilnya tersebut yang kemudian mengakibatkan si 
pelaku ikut menerapkan kedalam kehidupan rumah tangga yang ia jalani. 
5. Faktor Teknologi 
Salah satu yang dapat merusak institusi keluarga adalah dampak 
dari berkembangnya ilmu teknologi yang semakin pesat. Sejak teknologi 
modern seperti komputer dan telepon seluler khusunya memasuki rumah, 
anggota keluarga semakin jarang menggunakan waktunya untuk 
bercengkrama dengan sesama anggota keluarga lainnya. Sebaliknya 
mereka lebih sering menggunakan waktunya dengan sarana modern ini. 
Ketika anggota keluarga pulang dari tempat kerja, biasanya langsung 
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sibuk dengan telepon selulernya untuk membuka-buka internet ataupun 
dunia maya. Sementara kita ketahui bahwa dunia maya sangatlah luas. 
Seseorang dapat berkenalan dengan lawan jenis melalui dunia maya 
ataupun lewat pesan singkat yang dapat mengakibatkan timbulnya 
masalah didalam rumah tangga. Sering kali kita temukan pasangan suami 
istri mendapatkan masalah dalam rumah tangganya karena suami 
ataupun istri melakukan komunikasi secara sembunyi-sembunyi terhadap 
lawan jenisnya melalui telepon seluler. Hal tersebut yang kadang memicu 
kecemburuan ataupun penyelewengan yang berakibat menimbulkan 
kejahatan kekerasan didalam rumah tangga.  
B.  Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Terhadap Istri 
 Setelah memaparkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya penulis akan memaparkan 
tentang upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga 
berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.  
 Melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin 
marak terjadi di Indonesia, maka hal itu membutuhkan perhatian yang 
khusus dari semua kalangan, karena dampak yang ditimbulkan dari 




 Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut 
kepentingan hukum perorangan, masyarakat, maupun kepentingan hukum 
negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin 
untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap 
ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, krimanalitas akan 
hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan 
amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut 
banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan zaman yang 
semakin canggih. 
 Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut 
dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, 
yaitu dengan jalur hukum atau upaya represif dan jalur non hukum atau 
upaya preventif. 
 Dibawah ini penulis akan memaparkan tentang upaya-upaya yang 
ditempuh untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap istri. 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk 
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap 
kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan 
keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan salah satu 
cara yang paling tepat dilakukan oleh individu, keluarga pihak kepolisian, 
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pemerintah, maupun masyarakat. Karena dengan adanya upaya-upaya 
sebelumnya maka hal itu dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan 
dalam rumah tangga diwaktu yang akan datang 
a. Individu 
Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha 
untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan 
khususnya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, salah 
satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada 
setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatannya. 
Misalnya dalam hal hubungan suami istri, pasangan harus selalu 
menjaga keharmonisan rumah tangga dan saling terbuka terhadap 
tiap-tiap persoalan yang dihadapi, dengan keterbukaan maka setiap 
persoalan akan dapat diselesaikan secara bersama. 
 
b. Keluarga 
Keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat juga 
memegang peranan yang sangat penting dalam usaha pencegahan 
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. upaya yang bisa 
dilakukan oleh keluarga adalah memberikan dorongan yang positif 
serta motivasi kepada isteri atau suami ketika menghadapi sebuah 
persoalan yang rumit.  
Selain itu, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, 
keluarga harus mampu memposisikan diri untuk tidak memihak 
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melainkan memposisikan diri untuk netral dan memberikan solusi 
yang positif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara 
suami istri tersebut. 
Dengan kata lain,  
c. Pemerintah 
Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga 
tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan 
perpanjangan tangan dari negara maka pemerintah mempunyai 
kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan 
bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
aman dan tentram 
Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai 
upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kekerasan dalam 
rumah tangga, diantaranya adalah melakukan penyuluhan hukum, 
bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, hal ini dilakukan 
untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang 
kejahatan dan akibat hukum yang ditimbulkannya yang nantinya 
akan memberikan kesadaran hukum positif terhadap masyarakat. 
 
d. Kepolisian 
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga 
memegang peranan yang sangat penting demi terwujudnya 
kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi 
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dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah 
melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas 
dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu kepolisian juga secara 
rutin memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang 
nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya, 
juga lebih mengoptimalkan lagi kinerja aparat kepolisian dalam 
melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.  
2. Upaya Represif 
Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif 
sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. 
Penanggulangan yang dilakukan disini adalah pada saat terjadinya 
tindak pidana, maka yang paling berhak dan berwenang melakukan upaya 
ini adalah pihak yang berwajib dalam hal ini adalah aparat kepolisian. 
Dalam melakukan upaya ini, pihak kepolisian harus serius untuk 
mengambil tindakan apabila terjadi kasus kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga. Namun sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku, 
pihak kepolisian harus mempertimbangkan berat ringannya kekerasan 
dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku.  
Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU 
Reski Yospiah (Kabag Hukum) pada tanggal 27 November 2016, terkait 




Upaya Pencegahan, seperti : 
a. dimulai dari diri sendiri 
b. memperbaiki akhlak atau menanamkan nilai-nilai agama 
c. mendapatkan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan 
melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan 
menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah 
tangga yang damai, tentram, bahagia lahir dan batin. 
d. stakeholder seperti dimulai dari pemerintah atau badan hukum 
e. pihak-pihak yang berperan sering mensosialisasikan masalah KDRT 
agar para keluarga mendapatkan arahan-arahan terhadap 















1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis  
menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yaitu : 
a. Faktor Agama : lemahnya keimanan seseorang dapat 
menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga yang berakibat 
pada timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. 
b. Faktor Ekonomi : masalah akan muncul apabila terjadi suatu 
keadaan yaitu kurangnya sumber pendapatan dan kemudian 
mendapat tekanan yang berlebihan berpotensi munculnya 
kekerasan dalam rumah tangga, selain itu pendapatan suami 
yang tidak sebanding dengan pendapatan istri juga dapat 
memicu suatu masalah dalam rumah tangga. Sedangkan istri 
atau suami yang memiliki banyak penghasilan biasanya lebih 
sering main serong. 
c. Faktor Pihak Ketiga : kurangnya komunikasi antara suami dan 
istri dan tidak adanya saling percaya, tidak terbuka serta 
tekanan yang berkepanjangan mengakibatkan timbulnya rasa 
sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak 
dihargai mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan 
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dengan orang lain sehingga lambat laun akan memicu suatu 
permasalahan.  
d. Faktor Gen : menurunnya sifat-sifat buruk dari orang tua suami 
yang mengakibatkan suami mencontohi dan melakukan hal 
yang sama terhadap istrinya.  
e. Faktor Teknologi : semakin berkembangnya ilmu teknologi 
dapat memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, 
karena salah satu pihak melakukan penyelewengan atau 
komunikasi secara sembunyi-sembunyi melalui telepon 
selulernya. 
 
2. Hasil penelitian yang didapatkan penulis mengenai upaya 
penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri 
yang terjadi adalah sebagai berikut : 
a. Melalui upaya preventif yang harus dilakukan oleh setiap 
elemen, diantaranya adalah individu, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan kepolisian. 
b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum, utamanya kepada aparat kepolisian 
B. Saran 
1. Diharapkan adanya sinergitas antara keploisian, pemerintah, dan 
masyarakat secara bersama-sama dalam upaya peanggulangan 
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tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak 
kejahatan baik fisik maupun psikis dapat ditekan sekecil mungkin.  
2. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum 
positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan 
tentang hukum dan melibatkan masyarakat dalam menanggulangi 
kejahatan agar tumbuh rasa tanggungjawab dan peran aktif dari 
masyarakat itu sendiri. 
3. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk memberikan 
hukuman yang sesuai tanpa pandang bulu, serta mengurangi 
upaya damai dan proses hukumnya tetap berjalan, sehingga 
dengan demikian hal ini dapat memberikan efek jera kepada para 
pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga  
4. Diberlakukannya undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan 
kepada penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang agar 
lebih intensif mensosialisasikan undang-undang ini kepada 
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